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PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 MIMIKA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MIMIKA

NOMOR: 421.3/44/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 MIMIKA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MIMIKA

Menimbang :

Mengingat

a.

4.

5.

6.

Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan Pemerintah Negera Indonesia melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial,

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi
manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan
pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

. Bahwa dalam rangka menjamin dan memastikan pemerataan kesempatan

pendidikan kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Mimika perlu
dilakukaan penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan pada jenjang Sekolah
Dasar layak;

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propensi Irian
Jaya Tentang, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncuak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3894);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus
Provinsi Papua;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301),

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

dai dengan CamScanner

ipin

B D


https://v3.camscanner.com/user/download

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan

12. SK Mendiknas Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN
Menetapkan . Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Dan Kebudayan Kabupaten
Mimika Tentang Pendirian Smp Negeri 1 Mimika Timur Di Distrik
Mimika Timur Kabupaten Mimika Timur;
Pertama : SMP Negeri 1 Mimika Timur Beroperasi Pada Tahun 1992 Dengan
Mengelolah Dan Menyelenggarakan Pendidikan Jenjang Pendidikan
Sekolah Menengah Pertamah Dengan Mengacu Pada Standar Nasional
Pendidikan;
P Kedua . Menyampaikan laporan pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan
. kepadah pemerintah kabupaten mimika melalui dinas pendidikan dasar
dan kebudayaan kabupaten mimika;
Ketiga . Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat keputusan ini
dibebankan kepada anggaran atau sumber pembiayaan yang sesuai;
Keempat : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Timika
08 DESEMBER 2015

Di Tetapkan di

Tl _sm GSE 1001

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Wo@:amwme_ RI di Jakarta,

2. Bapak Dirjen Bina Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;

3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Papua di Jayapura;
4. Bapak Kepala LPMP Provinsi Papua di Jayapura;

5. Bapak Bupati Mimika di Timika

6. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;

7. Dewan Pendidikan Kabupaten Mimika

8. Pertinggal;
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